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Tinjauan yuridis kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam melantik Kepala 

Daerah pemenang Pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang 

peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan sistem pemerintahan pusat dan 

daerah melalui teori atribusi, dalam pelaksanaannya pernah terjadi penyimpangan 

kebijakan dari teori yang ada, sehingga melalui penelitian ini dapat menjawab 

permasalahan berkenaan dengan penyimpangan yang terjadi, berdasarkan teori 

dan aturan hukum yang berlaku. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kewenangan Mendagri 

dan Gubernur dalam melantik Kepala Daerah terpilih, serta hambatan-hambatan 

yang mempengaruhi Gubernur dalam proses melantik kepala daerah 

terpilih..Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Normatif 

Empiris.Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan disimpulkan bahwa berdasarkan 

Undang-Undang No 8 tahun 2015 dan PerPres No 16 tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Pelantikan Kepala Daerah Kewenangan untuk melantik kepala daerah 

terpilih merupakan kewenangan Gubernur berdasarkan teori atribusi yaitu 

penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Gubernur secara etika 

pemerintahan wajib  melantik kepala daerah terpilih. Apabila Gubernur tidak mau 

melantik maka kewenangan melantik dapat diambil alih oleh Kemendagri selaku 

perwakilan pemerintah pusat. Pelaksanaan pelantikan kepala daerah oleh 

Gubernur, bisa terjadi hambatan yang menyebabkan Gubernur tidak bisa melantik 

Kepala daerah. Faktor penghambat tersebut yaitu : Gubernur sakit,adanya bencana 

alam,Gubernur kunjungan/kepergian Luar Neger, serta adanya Pengaruh politik. 

Dari berbagai pemaparan di atas maka peneliti menyarankan: Untuk Gubernur 

agar dapat melaksanakan aturan hukum sebagaimana mestinya. Serta untuk 

pemerintah usat agar memberikan sanksi kepada Gubernur yang tidak melantik 

kepala daerah terpilih tanpa alasan yang dapat dibenarkan untuk menjamin 

kepastian hukum. 

Kata kunci: Kewenangan Melantik Kepala Daerah 


